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ABSTRAK 

Kepailitan yang menimpa PT. Saphir Yogya Super Mall menimbulkan 

banyak persoalan yang harus diselesaikan. Salah satu contohnya adalah lemahnya 

perlindungan hukum terhadap pembeli kios akibat adanya wanprestasi yang 

dilakukan oleh PT. Saphir Yogya Super Mall atas Perjanjian Perikatan Jual Beli 

yang mengakibatkan adanya kepailitan yang berdampak kepada para pembeli kios 

yang telah sah melakukan pembelian atas unit kios Saphir Square. Pembeli kios 

dalam kepailitan PT. Saphir Yogya Super Mall hanya berkedudukan sebagai 

kreditur konkuren yang pemberian ganti kerugiannya mengunakan prisip pari 

pasu pro rata. Yang penyusun kaji dalam sekripsi ini adalah upaya perlindungan 

hukum atas hak-hak pemilik kios atas Pailitnya PT. Saphir Yogya Super Mall. 

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pembeli Kios 

Saphir Square Setelah Adanya Putusan Nomor 290 K/Pdt.Sus/2012 oleh 

Mahkamah Agung.  

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian 

lapangan (Field Research) yang bersumber dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang diperoleh langsung dari kuasa hukum pemilik kios LBH 

Yogyakarta dengan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis. 

Hasil penelitian didapat bahwa Ketentuan yang ada di Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pebayaran 

Utang  tidak sepenuhnya mengawal pelunasan piutang kreditor konkuren hingga 

selesai. Ini dapat dibuktikan dengan adanya permasalahan yang timbul selepas 

harta pailit dilakukan pemberesan oleh kurator. Masalah tersebut berupa masih 

ada ketidak puasan dari kreditor konkuren terhadap pembagian harta pailit oleh 

kurator ataupun kurangnya harta pailit yang seharusnya diterima oleh kreditor 

konkuren, sedangkan perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik kios adalah 

pemberian somasi melalui kuasa hukum pemilik kios atas wanprestasi PT. Saphir 

Yogya Super Mall dengan tuntutan agar penjual dapat merealisasikan pembuatan 

Akta Jual Beli dan pembuatan Sertipikat Hak milik strata tittle, setelah gugatan 

kepailitan PT. Saphir Yogya Super Mall dan adanya daftar pembagian boedel 

pailit oleh kurator yang isinya menetapkan para pembeli sebagai kreditur 

konkuren dan hanya mendapatkan ganti rugi 47% dari tagihan yang diakui.  Atas 

dasar Pasal 193 Ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tim kuasa hukum  krditur 

konkuren mengajukan keberatan atas daftar pembagian yang dibuat kurator yang 

disahkan oleh hakim pengawas ke panitera Pengadilan Niaga Semarang. Setelah 

mendengar keberatan dari kreditur hakim pengawas memutuskan dalam amar 

putusannya menolak keberatan yang disampaikan oleh kreditor, pemilik kios 

menurut Pasal 196 UU Kepailitan No 37 Tahun 2004 melalui kuasa hukumnya 

seharusnya masih dapat melakukan upaya hukum kasasi dengan batas waktu 8 

hari setelah ditolaknya keberatan tersebut dan mengajukan gugatan atas 

wanprestasi PT. Saphir Yogya Super Mall atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli ke 

Pengadilan Negeri Yogyakarta.  
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MOTTO 

 

 

 

“The key for a happiness is when you thankful for 

the grace that God has given.” 

 

“Jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita 

miliki, maka kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah 

kita lakukan sebelumnya.” 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“Every Trouble is your best friend. He makes you 

stronger and more understanding about life” 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan di Indonesia berjalan kian pesat seiring dengan naiknya 

neraca pertumbuhan penduduk. Pembangunan Nasional Indonesia yang bertujuan 

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan 

falsafah bangsa Indonesia yaitu UUD 1945. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, 

percepatan dalam sektor pembangunan semakin diutamakan, dengan semakin 

meningkatnya pertumbuhan penduduk otomatis memicu pertumbuhan kebutuhan 

masyarakat yang terus bertambah termasuk dibidang perekonomian dan 

perdagangan, sebagian contoh kecilnya adalah penjualan ruko atau kios sebagai 

salah satu penjunjang komoditi perdagangan. 

Mengingat gaya hidup masyarakat Indonesia, bisnis perdagangan  

merupakan suatu usaha yang sangat menjanjikan untuk para pelaku bisnis. 

Sebagai bahan penunjang itu semua para pelaku bisnis memilih tempat yang 

cukup strategis untuk melakukan usahanya. Salah satu pilihannya adalah 

melakukan bisnis jual beli di pusat perbelajaan atau yang sering disebut sebagai 

mall  dengan sistem menyewa atau membeli kios di tempat tersebut.  

Pengembang pusat perbelanjaan biasanya dalam menawarkan kios 

menggunakan sistem sewa ataupun jual beli, dengan demikian kios tersebut dapat 

dipakai dalam jangka waktu tertentu ataupun dimiliki oleh pembeli kios tersebut. 
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Pengelola pusat perbelanjaan mempunyai berbagai strategi pasar dalam 

penjualan kios atau kios tersebut, salah satunya dengan sistem tunai atau kredit 

dengan tingkat suku bunga yang sesuai dengan pasar. 

Kegiatan jual beli lazimnya terjadi suatu kontrak jual beli yang mengikat 

antara subyek hukum satu dengan yang lainnya. Kontrak atau perjanjian saat ini 

berkembang pesat sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerjasama 

bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerjasama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis 

dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis.  Bahkan dalam praktik bisnis telah 

berkembang pemahaman bahwa kerjasama bisnis diadakan dalam bentuk tertulis. 

Kontrak atau perjainjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) 

untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang 

dijanjikan  dalam kontrak atau perjanjian.1 

Definisi kontrak atau perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah 

Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan 

satu orang atau lebih.2 

Black’s law dictionary mengartikan kontrak sebagai suatu perjanjian atau 

dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu hal yang khusus. Melihat batasan dari kontrak ini dapat 

                                                            

1 Annisa Yahnan, Muhammad Syaifudin, dan Yunial Laili Muntari, Perjanjiann Jual 
Beli Berklasula Perlindungan Hukum Paten, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2009), hlm.1. 

2 Muhammad Syaifudin, HukumKontrak (Memahami Kontrak dalam Prespektif 
Filsafat, Teori, Drogmatik, dan Praktek Hukum), (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.20. 
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disebutkan bahwa antara “perjanjian” dan “kontrak” mempunyai arti yang lebih 

kurang sama.3 

Dalam melakukan suatu kotrak jual beli terdapat suatu syarat sahnya 

melakukan kontrak atau perjanjian yang terdapat di Pasal 1320 KUH Perdata 

adalah sebagai berikut : 

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

2. Adanya kecakapan tertentu. 

3. Adanya suatu hal tertentu. 

4. Adanya suatu sebab yang halal. 4 

Dalam suatu perjanjian jika telah memenuhi keempat unsur tersebut 

suatu perjanjian dapat dikatakan sah, namun dalam perjalalanannnya dalam suatu 

perjajian atau kontrak sering dijumpai pihak-pihak yang beritikad tidak baik 

teqoeder trouw,  yang megakibatkan terjadinya sengketa kepada para pihak yang 

disebut sebagai ingkar janji atau wanprestasi.5 

Salah satu contoh dalam suatu perjanjian jual beli yang di dalamnya 

terdapat suatu wanprestasi dilakukan oleh  pihak pengembang adalah, perjanjian 

jual beli yang dilaukan oleh PT. Saphir Yogya Super Mall (PT.SYSM). Seperti 

yang dikemukakan  M. Irsyad Tamrin, LBH Yogyakarta yang menjadi tim kuasa 

hukum 17 orang pemilik kios di Shapir Square yang pengoprasiannya dibawah 

                                                            
3 Black, Henry Campbell, “Black’s Law Dictionary”, Eight Edition, St. Paul Mina, West 

Publishing Co, 2000. 

4 Richard Burton Simantupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2003), hlm. 28. 

5Ibid., hlm.28. 
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PT. Saphir Yogya Super Mall, “klien kami adalah pembeli yang sah atas bebrapa 

satuan kios dengan kepemilikan satan rumah susun non hunian (hak milik strata 

title)”.6 

Cara pembelian dilakukan dengan tunai dan sebagian kecil membayar 

lunas dengan pinjaman dari Bank Bukopin. Setelah kliennya melunasi seluruh 

pembelian atas satuan kios, ternyata PT. Saphir Yogya Super Mall sampai 

sekarang tidak pernah menepati janjinya atau dengan tidak menyerahkan  

sertipikat hak milik atas satuan rumah susun non hunian. Bahkan tanpa 

sepengetahuan dan persetujuan kliennya (pemilik kios), PT. Saphir Yogya Super 

Mall membebankan hak tanggungan atas sertipikat yang menunjukkan di atas 

tanah tersebut berdiri bangunan Shapir Square, dimana satuan kios sudah dibayar 

lunas terhadap bank bukopin.7 

Kasus pailit ini bermula ketika permohonan pengajuan ketetapan pailit  

yang diajukan oleh PT. Bank Bukopin Tbk terhadap PT. Saphir Yogya Super Mall 

atas utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar beserta bunga denda 

keterlambatan pembayaran utang. PT. Saphir Yogya Super Mall memperoleh 

pinjaman dari PT. Bank Bukopin Tbk sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh 

lima miliar) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 9 Desember 

2004 dan Akta Perubahan dan Akta Pengakuan Utang Nomor 36 dan 37 tanggal 

                                                            
6 ”Kedaulatan Rakyat, (Jumat, 8 Juni 2012), hlm. 11. 

7http://jogja.antaranews.com/berita/301269/dprd-diy-minta-kpkni-tunda-lelang-saphir, 
akses: 10 Febuari 2015 at: 14.00 WIB. 
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27 Febuari 2006 serta Akta Perubahan dan Pengakuan Utang  Nomor 48 dan 49 

tanggal 29 September 2006.8 

Pengajuan putusan pailit tersebut membuat PT. Saphir Yogya Super Mall 

mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang kemudian diikuti 

dengan upaya perdamaian dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Semarang. 

Akibat adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang tertuang dalam akta 

perjanjian perdamaian, pihak kreditur (PT. Bank Bukopin Tbk) mengajukan 

Pembatalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  dan pembatalan perjanjian 

kepada Pengadilan Niaga Semarang. Atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga 

Semarang mengabulkan permohonan pihak kreditur dan mengeluarkan Putusan 

PKPU serta pembatalan perjanjian perdamaian serta mengeluarkan putusan pailit 

dengan segla akibat hukumnya. 

Akibat putusan tersebut pihak debitur mengajukan kasasi atas Putusan 

PKPU dan pembatalan perjanjian perdmaian serta mengeluarkan putusan pailit 

kepada Mahkamah Agung. Namun dalam putusan kasasi Nomor 290 

K/PDT.SUS/2012 menolak permohonan kasasi pihak debitur. 

Keterangan Irsyad Tamrin yang dikutip dari jogja antaranews.com dan 

surat kabar Kedaulatan Rakyat tanggal 08/06/2012 di atas menurut hemat 

penyusun, secara otomatis bahwa karena setipikat  atas kepemilikan satuan unit 

kios masih diagunkan kepada PT. Bank Bukopin Tbk atau dapat dikatakan 

                                                            
8 Salinan Putusan Pailit Pengadilan Niaga semarang Nomor 02/PKPU/2009/ 

PN.Niag.Smg   
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sertipikat masih dibebankan hak tanggungan guna memperoleh fasilitas 

pembiayaan, sertipikat tersebut tidak dapat dipecah menurut konsep Strata Tittle 

atau yang biasa disebut dengan hak milik atas satuan rumah susun.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun akan mengambil judul 

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pemilik Kios Saphir Square Setelah 

Putusan Nomor 13 Pailit/2009/Pn.Smg Oleh Pengadilan Niaga Semarang Jo  

Putusan Nomor 290 K/Pdt.Sus/2012 Oleh Mahkamah Agung. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun merumuskan rumusan 

masalahnya sebagai berikut :   

1. Apakah hak-hak pemilik kios terpenuhi setelah pailitnya PT. Saphir 

Yogya Super Mall? 

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pemilik kios Saphir 

Square setelah pailitnya PT. Saphir Yogya Super Mall ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren 

khususnya pemilik kios Saphir Square. 

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik kios 

setelah adanya putusan kepailitan Shapir Square. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 
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1) Untuk menambah pemahaman dan pengembangan wawasan 

terhadap penyusun khususnya dalam perlindungan hukum 

terhadap krediur setelah adanya putusan kepailitan. 

2) Untuk menambah pengetahuan masyarakat dalam 

perlindungan hukum terhadap krediur setelah jatuhnya 

putusan kepailitan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan dapat 

membuka pengetahuan masyarakat akan perlindungan hukum 

terhadap kreditur dalam kepailitan 

2) Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang akibat 

hukum setelah jatuhnya putusan kepailitan 

 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penyusun diberbagai 

kepustakaan, penyusun belum menjumpai tulisan yang membahs secara 

mendalam terkat dengan perlindungan hukum terhadap pemilik kios Shapir 

Square setelah jatuhnya putusan kepailitan. Hal ini dibuktikan dari temuan-

temuan karya tulis yang ditemukan oleh penyusun sebagai berikut. 

Tesis yang ditulis Lily Marheni yang berjudul “Kedudukan Benda 

Jaminan yang Dibebani Hak Tanggungan apabila Terjadi Eksekusi dalam Hal 

Debitur Pailit dari Persfektif Hukum Kepailitan”. Dalam tesis tersebut dijelaskan 

mengenai kedudukan benda jaminan yang telah dibebani dengan hak tanggungan 
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apabila debitur dinyatakan pailitdan pengaturan Hukum tentang eksekusi terhadap 

benda jaminan dalam hal debitur pailit.9 

Tesis yang ditulis Wisnu Ardytia yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Kreditur dalam Kepailitan (Studi Kasus terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 

PK/N/2007). Penelitian ini mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan 

dengan masalah perlindungan  hukum terhadap kreditur atas kepailitan yang 

diajukan debitur, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis 

hukum terhadap fakta-fakta yang terjadi untuk selanjutnya digunakan dalam 

menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dalam kaitannya dengan 

masalah perlindungan hak-hak kreditur sehubungan dengan debitur mempailitkan 

diri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, permohonan kepailitan yang 

dilakukan oleh debitur sesuai  dengan UUKPKPU maupun UUK, secara 

substansial tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan 

kepailitan. Pada kenyataannya, syarat-syarat tersebut belum representatif dalam 

perlindungan hak-hak kreditur. Dapat dilihat dari tidak adanya permohonan 

debitur untuk meminta persetujuan kepada kreditur. Syarat-syarat pengajuan 

permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi penyelesaian 

kepailitan, terutama bagi kreditur yang mempunyai debitur harta kekayaannya 

(boedel) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang.10 

                                                            
9 Lily Marheni, “Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila 

Terjadi Eksekusi Dalam Hal Debitur Pailit Dari Persfektif Hukum Kepailitan,” Tesis Universitas 
Udayana Bali, (2012). 

10 Wisnu Arditya, “Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus 
Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 Pk/N/2004),” Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 
(2009). 



9 
 

 

Skripsi karya Martha Novi Aditya Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam 

Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. Penelitian ini mengkaji 

mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam 

Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan saat debitur wanprestasi 

menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; serta Penafsiran 

ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 

yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur 

wanprestasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat debitur wanprestasi 

menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu perjanjian kredit yang 

dituangkan dalam bentuk akta, baik berupa akta dibawah tangan maupun akta 

autentik sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996, bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan oleh Kantor 

Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yang memiliki irah-irah 

dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim berkekuatan 

hukum tetap, maka apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, dapat meminta 

bantuan secara langsung kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk 

melakukan eksekusi melalui pelelangan umum guna memperoleh pelunasan 

piutang kreditur.11 

                                                            
11 Martha Noviaditya, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit 
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E. Kerangka Teori 

1. Perlindungan Hukum 

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua 

pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang mempunyai 

kedudukan yang sama di muka hukum. Aparat penegak hukum memiliki 

fungsi untuk menegakkan hukum, dengan berfungsinya aturan hukum 

maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan 

terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan 

masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. 

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber 

dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Teori ini dipelopori oleh 

Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno Pendiri (aliran Stonic). Menurut 

aliran hukum, hukum bersumber dari Tuhan yang berifat universal dan 

abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut 

aliran ini menganggap bahwa hukum dan moral adalah cerminan, aturan 

secara internal dan internal dari kehidupan manusia yang diwujudkan 

melalui hukum dan moral.12 

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan 

                                                                                                                                                                   
Dengan Jaminan Hak Tanggungan,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
(2010). 

12 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 52. 
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resprensif.13 Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah 

bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi 

sedangkan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah  

terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.14 

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.15 

Upaya untuk mendapat perlindungan hukum yang diinginkan 

manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum 

yakni nilai dasar dari hukum yakni adanya kepasitian hukum, kegunaan 

hukum serta keadilan hukum, meskipun dalam praktiknya ketiga nilai 

dasar tersebut bersingungan, namun diusahakan ketiga nilai dasar tersebut 

tetap berjalan brjalan beriringan. 

Fungsi utama hukum adalah melindungi masyarakat dari bahaya 

dan tindakan yang dapat merugikan dirinya, disamping itu hukum juga 

                                                            
13 Pilipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina 

Ilmu, 1987), hlm. 2. 

14 Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk 
Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Keayaan Intelektual, (Malang: Universitas Brawijaya, 
2010), hlm. 18. 

15 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, hlm. 52. 
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berfungsi memberikan keadilan dan menjadi sarana untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi masyarakat.  

2. Perjanjian 

 Menurut subekti bahwa yang dimaksud perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua 

orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal.16 

Menurut  Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian didefiisikan sebagai, 

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

dengan satu orang atau lebih”.17 

Sementara Sudikno Mertokusumo memberikan definisi tentang 

perjanjian adalah sebagai berikut: perjanjian adalah hubungan hukum 

antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum.18 Menurut pendapat beliau bahwa dua belah 

pihak sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat 

mereka untuk ditaati. Dari pendapat beliau diketahui dengan jelas bahwa 

maksud hubungan hukum yang diadakan oleh dua belah pihak atau lebih 

itu adalah hubungan hukum yang berdasarkan kata sepakat para pihak 

yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila 

                                                            
16 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakara: PT. Intermasa, 1987), hlm 187. 

17 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir Karena Perjajian, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 91. 

18 Sudikmo Merto Kusumo, Mengenai Hukum (Suatu Pengentar), (Yogyakarta: Liberty, 
1988), hlm 97. 
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kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya yang mana akan 

dikenai sanksi.  

Di dalam perjanjian terdapat tujuh jenis asas hukum yang 

merupakan asas-asas umum yang harus diperhatikan oleh setiap pihak 

yang terlibat didalamnya, yaitu : 

a. Asas Sistem Terbukanya Hukum Perjanjian 

Hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH 

Perdata merupakan hukum yang berifat terbuka. Artinya ketentuan-

ketentuan  hukum perjanjian yang terbuat dalam buku III KUH 

Perdata hanya merupakan hukum pelengkap, yang bersifat 

melengkapi. 

b. Asas Konsensualitas 

Asas konsensualitas ini memberi isyarat bahwa pada 

dasarnya setiap perjanjian yang dibuat lahir sejak adanya 

konsensus  atau kesepakatan dari para pihak yang membuat 

perjanjian. 

c. Asas Personalitas 

Pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian 

maka perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri, atau 

dengan kata lain seseorang tidak dapat membuat perjanjian untuk 

kepentingan pihak lain. 

d. Asas Itikad Baik 
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Pada dasarnya suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad 

baik (in good fait/tegoeder trouw) hal ini disebutkan dalam Pasal 

1338 KUH Perdata. 

e. Asas Pactasunt Servanda 

Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata 

yang isinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. 

f. Asas Force majeur 

Asas ini dikenal juga dengan asas overmacht atau asas 

keadaan memaksa. Asas ini memberi kebebasan debitur dari segala 

kewajibannya untuk membayar ganti rugi akibat tidak 

terlaksanananya perjanjian. 

g. Asas Exeptio non adiempleti contractus 19 

Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk 

dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak 

dipenuhinya perjanjian, dengan alasan kreditur telah  melakukan 

suatu kelalaian. Asas ini terutama berlaku dalam suatu perjanjian 

timbal balik. 

Jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian timbal 

balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji menyerahkan hak 

milik suatu barang sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji 

membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai perolehan hak 
                                                            

19 Arus Akbar Silondae, Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis,( Jakarta: Mitra 
Wacana Media, 2013), hlm. 10. 
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milik tersebut.20 Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, 

setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan 

diserahkan hak miliknya pada si pembeli. 

Dalam perjanjian jual beli, penjual dan pembeli memiliki 

kewajiban yang harus ditaati, kewajiban penjual dan pembeli tersebut 

adalah : 

a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan. 

b. Menjamin bahwa barang yang dijual tidak dalam keadaan sengketa 

atau catat. 21 

3. Wanprestasi 

Persoalan yang sering terjadi didalam sutu perjanjian adalah 

wanprestasi. Pengertian wanprestasi adalah apabila si berhutang atau 

debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, alpa atau ingkar janji.  

Akibat wanprestasi pada umumnya, debitur tidak memenuhi 

kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya 

dan  tidak  terpenuhinya kewajiban itu karena ada suatu unsur salah 

padanya, maka seprti telah dikatakan ada akibat-akibat hukum yang atas 

tuntutan dari kreditur bisa menerima dirinya.22 

                                                            
20 Subekti, Aneka Perjanjian Cetakan ke Sepuluh, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 

1955), hlm. 1. 

21 Ibid., hlm. 20. 

22 J. Sarjito, Hukum Perikatan Pada Umumnya ,(Bandung: PT. Alumni, 1999), hlm. 
144. 
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Tuntutan ganti rugi dalam Pasal 1243-1252 mengatur lebih lanjut 

mengenai masalah ganti rugi. Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi 

mewajibkan penggantian kerugian yang meliputi ongkos kerugian dan 

bunga. Disamping itu dalam peristiwa-peristiwa tertentu tuntutan ganti 

rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak 

retensi, dan hak reklame.23 Seorang dapat dikatakan melakukan 

wanprestasi apabila: 

a. Tidak memenuhi kewajibanya. 

b. Terlambat memenuhi kewajibannaya. 

c. Memenuhi kewajibannya tapi tidak sebagaimana yang 

diperjanjikannya. 24 

Hartonohadi Soeprapto menyebutkan alasan debitur tidak 

memenuhi kwajibannya, yaitu karena: 

a. Karena pada diri debitur ada kesalahan, dalam halini dalm diri 

debitur tidak dapat memenuhi kewajibanya untuk mememenuhi 

prestasinya dikarenakan adanya kesalahan. 

b. Karena adanya overmatch. Dalam hal ini debitur tidak dapat 

memenuhi kewajibannya disebabkan oleh peristiwa yang 

menghalang untuk berprestasi. 25 

                                                            
23 Ibid., hlm. 145. 

24 Arus Akbar Silondae, Aspek Hukum dalam Ekonomi Bisnis, hlm. 16. 

25 Hartono Hadisoeprapto, Pokok Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan, (Yogyakarta: 
Liberty, 2004), hlm. 42. 
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Perihal wanprestasi dari pihak debitur, harus dilakukan peringatan 

terebih dahulu, peringatan tersebut dikenal dengan somatie, dan harus 

dilakukan dengan cara tertulis sebagaimana disebut di dalam Pasal 1238 

KUH Perdata. 26 

Apabila seseorang debitur melakukan wanprestasi ada empat cara 

yang dapat dilakukan oleh seseorang kreditur: 

a. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, walaupun 

pelaksanaannya sudah terlambat. 

b. Kreditur dapat meminta ganti kerugian saja. 

c. Kreditur dapat meminta agar perjanjian tetap dapat dilaksanakan, 

sekaligus dengan permintaan ganti rugi. 

d. Kreditur dapat meminta hakim untuk melakukan pembatalan 

perjanjian disertai ganti rugi. 27 

Sedangkan ganti rugi yang dapat dituntut karena wanprestasi 

adalah: 

a. Kosten, yaiu kerugian yang berupa biaya-biaya konkret yang telah 

dikeluarkan. 

b. Schaden, yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta 

bendannya. 

                                                            
26 Arus Akbar Silondae, Aspek Hukum dalam Ekonomi Bisnis, hlm. 16. 

27 Ibid., 16. 
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c. Interssen, yaitu kentungan yang akan diperolehnya seandainya 

pihak debitur tak lalai. 

4. Kepailitan 

Dasar hukum berlakunya hukum kepailitan di Indonesia terdapat 

dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan 

penundaan kewajiban pembayaran utang yang biasanya disebut Undang-

Undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Menurut Undang-Undang kepailian dan PKPU kepailitan adalah sita 

umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan 

pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim 

pengawas. Menurut Levintal tujuan kepailitan (bankruptcy law)  adalah: 

a. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur 

diantara para krediturnya. 

b. Mencegah agar debitur  tiak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

mengakibatkan kerugian para kreditur-kreditur. 

c. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari 

para krediturnya, dengan cara memeroleh pembebasan utang. 28 

Undang-Undang kepailitan dan PKPU mengandung beberapa asas 

yang sejalan dengan apa yang seharusnya dianut oleh suatu Undang-

Undang kepailitan yang baik, asas-asas tersebut adalah: 

 

                                                            
28 Sutan Remy  Sahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan, (Jakarta: Grafiti, 2009), hlm.28. 
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a. Asas Keseimbangan 

Yaitu ketentuan yang mencegah penyalahgunaan lembaga 

kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. 

b. Asas Kelangsungan Usaha 

Dalam Undang-Undang kelailitan dan PKPU terdapat ketentuan 

yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap 

dilangsungkan. 

c. Assas Keadilan 

Asas ini untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih 

yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masung 

terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.  

d. Asas Integrasi 29 

Asas integrasi dalam Undang-Undang kepailitan dan PKPU 

mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan matriilnya 

merupakan suatu kesatuan yang utuh  dari sistem hukum perdata 

dan hukum acara perdata nasional. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Lapangan (Flied Research) 

yaitu dengan melakukan pengamatan dan observasi langsung ke pemilik 

kios yang diwakili oleh kuasa hukumnya melalui LBH Yogyakarta. 

                                                            
29Arus Akbar Silondae, Aspek Hukum dalam Ekonomi Bisnis, hlm.131. 
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Peneitian ini juga didukung dengan penelitian pusaka (library resarch) 

dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang 

berkaitan dengan penelitian ini yakni dokumen yang berkaitan dengan 

perbuatan hukum yang dilakukan debitur dan kreditur sehingga 

menimbulkan perbuatan hukm dan perlindungan hukum, seperti perjanjian 

jual beli antara PT. SYSM dan pemilik kios, putusan Pengadilan Niaga 

Semarang disertai dengan putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah 

Agung Republik Indonesia, serta dokumen dokumen lain yang 

mendukung. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-anaitis, yakni mendeskripsikan  

dan menganalisis perlindungan hukm yang diperoleh oleh pemilik kios 

Shapir Square setelah jatuhnya putusan kepailitan. 

3. Bahan Hukum Penelitian 

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian meliputi:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat 

berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada 

kaitannya permasalahan yang dibahas terdiri dari : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan; 
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3) Undnag-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

4) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari hasil pengkajian, hasil 

pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian, dan data 

resmi pada instansi-instansi pemerintah berupa hasil-hasil 

penelitian dari kalangan hukum, seperti jurnal, internet, laporan 

resmi Komisi Pemilihan Umum tentang kajian ini, makalah-

makalah dan lain-lain. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum tersier berupa 

1) Kamus hukum. 

2) Ensiklopedi. 

3) Internet. 

4) Surat Kabar. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Risearch) penelitian 

lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data 

primer berupa dokumen keterangan atau informasi  dari berbagai 

pihak yang terkait. 
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b. Data Sekunder 

Diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Librarry Research) atau 

studi dokumentasi. Yang berupa literatur, karya tulis ilmiah dan 

lain sebagaianya. 

c. Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini  menggunakan 

metode wawancara dengan tim kuasa hukum pemilik kios LBH 

Yogyakarta, baik menggunakan wawancara secara tersetruktur 

maupun tidak terstruktur. 

5. Analisa Data 

Analisa data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain sehngga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan 

informasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analisis. 

Data yang telah terkumpul kemudian dilaporkan dengan apa adanya dan 

diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pemahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab berisi 

beberapa sub bahasan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembahasan 

terhadap masalah yang diangkat. Adapun rincian pembahasannya adakah sebagai 

berikut : 
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Bab Pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab Kedua berisi tinjauan umum mengenai perjanjian, kepailitan dan 

perlindungan hukum,  

Bab Ketiga berisi gambaran umum mengenai PT. Saphir Yogya Super 

Mall yang berisi hubngan hukum antara pembeli kios berupa hak dan kewajiban 

di dalam perjanjian pengikatan jual beli, prosedur pembelian unit kios dan 

kronologi kasus kepailitan yang menimpa PT. Saphir Yogya Super Mall. 

Bab Kempat berisi, hasil analisis penelitian yaitu tentangpemenuhan hak-

hak pemilik kios dan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik kios 

akibat putusan kepailitan shapir square  

Bab Kelima, Bab ini merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dari 

hasil pembahasan sebelumnya, dan disertai dengan saran-saran. 
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BAB V 

 PENUTUP   

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya dan didasarkan pada pokok permasalahan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemenuhan Hak-Hak pemilik Kios Setelah adanya Putusan Kepailitan 

PT. Saphir Yogya Super Mall 

Ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pebayaran Utang  tidak 

sepenuhnya mengawal pelunasan piutang kreditor konkuren hingga 

selesai. Ini dapat dibuktikan dengan adanya permasalahan yang timbul 

selepas harta pailit dilakukan pemberesan oleh kurator. Masalah tersebut 

berupa masih ada ketidak puasan dari kreditor konkuren terhadap 

pembagian harta pailit oleh kurator ataupun kurangnya harta pailit yang 

seharusnya diterima oleh kreditor konkuren. Oleh karena itu dengan 

amanat dari UUK-PKPU, kreditor konkuren dapat melakukan upaya 

hukum di luar konstruksi hukum kepailitan. Upaya hukum tersebut dapat 

berupa gugatan di pengadilan negeri, baik dengan menggunakan gugatan 

Perbuatan Melawan Hukum maupun Gugatan Wanprestasi. 

Dengan kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dipastikan bahwa Putusan Peradilan Umum merupakan final dari nasib 
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pelunasan piutang kreditor konkuren, apabila terjadi permasalahan seperti 

yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu putusan dari hakim sangat 

berpengaruh dalam menentukan kejelasan piutang kreditor konkuren agar 

dapat diselesaikan dengan kadar yang sewajarnya. 

 

2. Perlindungan Hukum Terhdap Pemilik Kios Setelah Jatuhnya Putusan 

Kepailitan Saphir Square 

Pailitnya PT. Saphir Yogya Super Mall atas gugatan PT. Bank 

Bukopin Tbk saat belum terpenuhinya tuntutan dalam somasi yang 

diberikan oleh pemilik kios melalui kuasa hukumnya mengakibatkan 

belum adanya bukti kepemilikan yang sah atas kepemilikan kios yang 

telah merkea beli secara lunas. Belum adanya bukti kepemilikan yang sah 

atas kepemilikan kios tersebut mengakibatkan pemilik kios dalam daftar 

pembagian boedel pailit hanya mendapatkan status sebagai kreditur 

konkuren dan hanya mendapatkan 47%  dari total tagihan yang diakui. 

Sesuai Pasal 193 Ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 kreditur dapat 

melakukan keberatan atas daftar pembagian yang disampaikan oleh 

kurator atas dasar inilah pemilik kios melalui kuasa hukumnya 

mengajukan keberatan terhadap kurator dengan mengajukan nota 

keberatan ke panitera Pengadilan Niaga Semarang. Pengadilan Niaga 

Semarang pada tanggal 18 Januari 2013 menolak keberatan yang diajukan 

oleh kuasa hukum kreditur. 
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Meskipun hakim Pengadilan Niaga telah menolak keberatan atau 

perlawanan yang dilakukan oleh para kreditur, para kreditur masih dapat 

melakukan upaya hukum yaitu menurut Pasal 196 Undang-undang 

Kepailitan No 37 Tahun 2004 yaitu dengan melakukan kasasi dengan batas 

waktu 8 hari setelah putusan itu dibacakan dengan mendaftar ke 

pengadilan dimana dimohonkan pailit (sesuai dengan Pasal 11 UUK) yaitu 

panitera Pegadilan Niaga Semarang, namun setelah melewati batas waktu 

yang ditentukan para kreditur tidak mengajukan upaya hukum kasasi maka 

daftar pembagian tersebut menjadi mengikat. 

Para pemilik kios masih dapat melakukan upaya hukum untuk 

menuntut hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dengan melakukan 

gugatan atas wanpresasi Perjanjian Perikatan Jual Beli Pasal 5 dan 10 

perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah mereka 

sepakati sebagai tempat penyelesaian sengketa apabila  masalah tersebut 

tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. 

 

B. Saran 

Setelah dapat menyimpulkan pokok permasalahan yang telah dibahas, 

adapun saran yang dli dapat penyusun ajukan adalah: 

1. Para pembeli kios harusnya lebih jeli dalam melakukan pembelian 

unit kios terhadap PT. Sapir Yogya Super Mall. Sebelum melakukan 

pembelian calon pembeli diwajibkan memastikan bahwa Surat Hak 

Guna Bangunan yang nantinya akan berdiri bangunan Saphir Square 
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tidak dalam posisi dibebankan hak tanggungan kepada siapapun dan 

menjadi hak penjual sepenuhnya. Sehinga setelah pembelian dapat 

segera dilakukan pemecahan terhadp sertipikat induk dan dibuatkan 

sertipikat hak milik atas satuan rumah susun (strata tittle) sesuai apa 

yang diperjanjikan. 

2.  Kurator hendaknya lebih memperhatikan dan mengurus boedel pailit, 

sehingga penjualan boedel pailit dapat dilakukan dengan maksimal 

dan menambah nilai jual dari boedel pailit tersebut.  
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